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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2022;

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6486);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jan'gka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 19);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dukumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja
Perubahan adalah dokumen Perubahan perencanaan OPD
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang
selanjutnya disingkat RKA Perubahan OPD adalah dukumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan
program dan kegiatan OPD serta pagu anggaran sementara
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan.



11. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah
dokumen perubahan yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah Perubahan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran OPD.

BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
Pasal 2

RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 adalah

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 merupakan

pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA dan PPAS

Perubahan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran

2022.

Pasal 4
RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 disusun

berdasarkan sitematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
BABIII  : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV  : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI  : Penutup
Pasal 5
(I) RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
ditempuh dengan partisipasi masyarakat.




(2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunakan RKA Perubahan OPD
sebagai bahan masukan.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah

Tahun 2022 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan Tahun 2022, sesuai dengan ketersediaan

dana.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD-P Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 032 AGugus 2022

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI
Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 63 Aousrws 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2022 NOMOR &-3




